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Abstrak : Klausula Collateral Pada Perjanjian Kredit Di PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Unit Cigombong Cabang Abepura berupa Perumusan 
klausula tentang jaminan atau collateral, sebagai upaya bank untuk 
meminimalisir resiko kredit memperhatikan prinsip 5C dalam   pemberian   
kredit   atau   :   character,   capacity,   capital, condition of economy dan 
collateral. Serta Klausula collateral di dalam perjanjian kredit tersebut, lebih 
mengandung unsur atau prinsip kepercayaan, di dalam pemberian 
kreditnya. 
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Keputusan Pegawai 
 
PENDAHULUAN 
Berbicara tentang pembangunan, berarti berbicara mengenai 
pembiayaan yang merupakan salah satu faktor menentukan bagi 
pelaksanaan pembangunan itu. Hal tersebut untuk mendukung 
pembangunan yang berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan 
masyarakat indonesia  yang adil  dan makmur berdasarkan pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. 
Oleh karena itu sumber pembiayaan dalam pembangunan sangat 
menunjang kelancaran perekonomian nasioanal, yang dalam 
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perkembangannya senantiasa bergerak cepat, kompetetif dan terintegrasi 
dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang 
semakin maju. Sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang 
moneter, termasuk perbankan. 
Berdasarkan pasal ayat (1) undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 
Perbankan, diuraikan pengertian mengenai perbankan yaitu,”segala 
sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan 
usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya”. Bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana 
dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Dalam hal ini BI ( Bank Indonesia ) sebagai regulator, memberikan 
kebijakan-kebijakan dan kemudahan-kemudahan bagi pihak perbankan. 
Salah satu kemudahan tersebut yaitu dalam hal pemberian kredit dari bank 
kepada nasabahnya. 
Pengertian kredit menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, 
Pasal ayat (11) adalah : „‟ Penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam untuk melunasi hutangnya stelah jangka waktu tertentu dengan 
pemberian bunga‟‟. 
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Kredit yang diberikan oleh bank, dimaksudkan untuk memberikan 
penyediaan uang yang di dasarkan tas perjanjian pinjam meminjam yang 
dilaakukan antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak 
nasabah/masyarakat sebagai debitur. Dari pengertian itu dapat diketahui 
bahwa dalam perjanjian kredit diperlukan adanya suatu jaminan yang 
diberikan pada bank. Jaminan yang diberikan tadi diperlukan karena 
dengan adanya jaminan itu akan ada suatu kepastian kredit yang telah 
diberikan,  untuk dikembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati, dan 
telah  dituangkan di dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit sendiri 
memegang fungsi yang sangat penting, baik bagi bank sebagai kreditur 
maupun bagi nasabah sebagai debitur. 
Lembaga Perbankan di dalam memberikan pelayanan kredit bagi 
masyarakat    yang    memerlukannya, tentunya selalu berusaha  untuk 
memberikan pelayanan perbankan yang sebaik-baiknya kepada para 
nasabahnya. Termasuk PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) yang sejak 
seabad yang lalu telah di kenal masyarakat sebagai Bank-nya „‟wong cilik‟‟, 
karena merupakan Bank Nasioanl tertua di indonesia, adalah salah satu 
bank milik pemerintah yang telah go publik, serta mempunyai komitmen 
yang  tinggi dalam bidang perkreditan. 
Bank Rakyat Indonesia pun selalu berusaha untuk menata diri dalam 
bisnis perbankan di dalam era globalisasi zaman yang modern. Karena 
selain tuntutan masyarakat yang makin spesifik, juga kemajuan teknologi 
turut berperan agar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) makin mudah 
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dalam memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat. 
Jasa Kredit yang diberikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
dapat di manfaatkan oleh berbagai pihak termasuk diantaranya adalah para 
PNS/Pegawai Negeri Sipil. Dan menggunakan jaminan berupa SK atau 
Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dan Surat Keputusan 
Pengangkatan Terakhir (asli) sebagai Pegawai Negeri Sipil. Di PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Unit Cigombong Cabang Abepura, salah satu 
Kredit yang dapat diberikan kepada para PNS tersebut, yaitu Kredit Kepada 
Golongan Berpenghasilan Tetap/KRETAP. Yang mana kredit ini bertujuan 
untuk membantu memenuhi kebutuhan bagi kehidupan para PNS/Pegawai 
Negeri Sipil yang pembayarannya di lakukan dengan pemotongan gaji, oleh 
Bendahara gaji pada Instansi dimana PNS tersebut bekerja. 
Guna kelancaran angsuran pinjaman Kretap yang berasal dari gaji 
pegawai dan mengantisipasi kemungkinan resiko yang timbul sebagai 
akibat adanya kebijakan dari Perusahaan/instansi, maka dalam pelayanan 
Kretap harus didukung adanya PKS atau Perjanjian Kerjasama antara 
Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan 
Instansi/Perusahaan tempat PNS tersebut bekerja. 
Isi dari PKS/Perjanjian Kerjasama tersebut mencakup hak dan 
kewajiban, tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing pihak. 
Dengan ditanda tanganinya PKS/Perjanjian Kerjasama tersebut oleh  
Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Cabang 
Abepura sebagai pihak pertama, dengan Pejabat yang mempunyai 
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kewenangan untuk mewakili instansi/perusahaan ditempat PNS bekerja, 
sebagai pihak kedua. Dalam hal ini pihak pertama bersedia memberikan 
fasilitas Kretap kepada para pegawai di Instansi pihak kedua yang 
memenuhi ketentuan dan persyaratan yang di tetapkan oleh pihak pertama. 
Adanya Hak dan Kewajiban di dalam PKS /Perjanjian Kerjasama 
tersebut mengandung makna yang sama dengan ketentuan di dalam Pasal  
1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya”. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain 
dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang 
di tentukan oleh Undang- undang.  Sehingga  ketentuan  tersebut  mengikat  
bank  selaku  kreditur untuk melaksanakan hak dan kewajibannya 
sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 
Dari hasil yang dilakukan oleh penulis ditemukan suatu fakta empiris, 
yaitu bahwa perjanjian kredit yang memuat kesepakatan antara pihak 
debitur dengan kreditur, pada pemberian fasilitas Kretap, dengan jaminan 
SK PNS tersebut menggunakan bentuk dan nama “Surat Pengakuan 
Hutang”. SPH/Surat Pengakuan Hutang tersebut memuat ketentuan bagi 
debitur/sebagai pihak “yang berhutang” atau peminjam untuk 
melaksanakan hak dan kewajibannya, sebagaimana diatur di dalam Surat 
Pengakuan Hutang, yang merupakan Perjanjian Kredit dengan bentuk 
standar atau baku sesuai dengan Ketentuan SE Direksi NOSE, Tentang 
Penyempurnaan Ketentuan Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan 
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Tetap/Kretap. 
Menurut pengamatan dan pendapat penulis terdapat perbedaan 
klausula sebagaimana yang terdapat pada klausula PKS/Perjanjian 
Kerjasama dengan yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang. 
Perbedaan tersebut nampak pada Pasal 11 Perjanjian Kerjasama/PKS 
yang menyatakan bahwa : “Jaminan dan Agunan Kretap yang diikat 
sebagai jaminan dan agunan Kretap antara lain adalah” : 
1. Gaji yang diterima setiap bulannya oleh masing-masing pegawai 
penerima fasilitas Kretap. 
2. SK Asli Pengangkatan Pertama Pegawai dan SK Kenaikan Pangkat 
Terakhir dari masing-masing pegawai tersebut, maupun SK/Surat 
Kepegawaian lainnya yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama, yang  
untuk selanjutnya masing-masing SK Asli Kepegawaian dimaksud di 
simpan di Pihak Pertama. 
3. Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) dari masing-masing pegawai tersebut 
yang aslinya diberikan dan disimpan oleh Bendaharawan yang 
bersangkutan. 
4. Uang pensiun (jika di pihak kedua terdapat ketentuan pensiun dan 
pegawai yang bersangkutan berhak pensiun), pesangon, dan 
penerimaan hak  lainnya dalam hal pegawai yang bersangkutan 
dipercepat pensiunnya atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas 
permintaan pegawai sendiri sebelum kreditnya lunas. 
Oleh karena itulah Surat Pengakuan Hutang sebagai bentuk 
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perjanjian kredit memegang peranan yang sangat penting, baik bagi bank 
selaku kreditur, yang akan memberikan dan menyalurkan kreditnya, 
maupun bagi debitur selaku peminjam atau pihak „yang berhutang‟. Hal 
tersebut juga mengingat bahwa perjanjian kredit pada Kretap adalah 
menggunakan jaminan SK/Surat Keputusan bagi PNS/Pegawai Negeri 
Sipil, maka perlu diperhatikan pula adanya faktor : collateral dalam 
perjanjian kredit bank. 
Selain memperhatikan beberapa faktor tersebut diatas, juga di 
dasarkan dari hasil penelitian penulis mengenai adanya Kretap yang 
bermasalah, di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Abepura ini, 
yang antara lain di sebabkan oleh beberapa hal yaitu : 
1. Instansi tempat debitur bekerja di lebur, yang menyebabkan terjadinya 
perubahan struktur organisasi pada bagian kepegawaian. Sehingga 
kreditur mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan atau 
monitoring terhadap debitur, dikarenakan pindah tugas/mutasi. 
2. Karena Bendahara Gaji, Bahwa para debitur telah dipotong gajinya 
untuk hutangnya setiap bulan, tetapi uang tersebut tidak langsung di 
setorkan oleh bendahara gaji ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Cabang Abepura, melainkan di gunakan terlebih dahulu untuk 
kepentingan pribadi bendahara tersebut. 
3. Pensiun Dini atau pensiun maju, pengajuan masa pensiun yang di 
lakukan sebelum masa pensiunnya, atau pengajuan masa pensiun 
sebelum waktunya. Padahal debitur masih terikat hutangnya dengan 
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PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Abepura. 
Dalam hal pemberian kredit penting kiranya dilakukan upaya 
pencegahan, untuk meminimalisir adanya resiko di dalam pemberian kredit 
bagi bank terhadap nasabah. Mengingat adanya komitmen serta itikad baik 
dari para pihak, sangat penting guna mencegah munculnya kredit yang 
bermasalah di kemudian hari. 
Berdasarkan apa yang di peroleh dari penulis tersebut, di samping 
bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan yang ada juga mengkaji literatur- 
literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, maka 
penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk Kajian 
Terhadap Klausula Default Dan Collateral Pada Pelaksanaan Perjanjian 
Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pengertia Jaminan 
Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu 
kepastian atas pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi 
oleh debitur atau oleh penjamin debitur. 
Keberadaan jaminan merupakan peryaratan untuk memperkecil 
risiko bank dalam menyalurkan kredit. Walaupun demikian scara prinsip 
jaminan bukan persyaratan utama. Bank memprioritaskan dari kelayakan 
usaha yang dibiayainya sebagai jaminan utama bagi pengembalian kredit 
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sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama. Sebagai langkah 
antisipatif dalam menarik kembali dana yang telah di salurkan oleh kreditur 
kepada debitur, jaminan 
hendaknya dipertimbangkan dua faktor2, yaitu : 
 
1. Secured 
 
Artinya jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis 
formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. 
Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank 
memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi. 
2. Marketable 
 
Artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi, dapat segera  
dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. 
Dengan mempertimbangkan dua faktor di atas, jaminan yang diterima 
oleh pihak bank dapat meminimal risiko dalam penyaluran kredit sesuai 
dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Secara normatif 
sarana perlindungan bagi kreditur tercantum dalam berbagai ketentuan 
perundang- undangan. 
 
Pengertian Perjanjian 
 
Perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam Buku III tentang 
Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian 
Keempat. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan tentang 
                                                   
2 Johanes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya 
Penyelesain Kredit Bermasalah, bandung:refika aditama,2004 , hlm. 55 
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“Perjanjian” sebagai berikut : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 
orang lain atau lebih”. 
Menurut R. Setiawan, rumusan tersebut selain tidak lengkap juga 
sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan 
sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan 
“perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan 
hukum. Sehubungan dengan itu, perlu kiranya diadakan perbaikan 
mengenai definisi tersebut yaitu: 
a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu 
perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. 
b. Menambah perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam 
Pasal 1313 KUH Perdata. 
Sehingga perumusannya menjadi : “Persetujuan adalah suatu 
perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”3. 
Pengertian Perjanjian juga dikemukakan oleh pakar dan referensi 
lainnya yaitu Subekti, yang mengatakan bahwa: “Suatu Persetujuan 
adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain 
atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 
hal”. 
Subekti berpendapat bahwa : 
                                                   
3 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta, 
2001), hlm 49. 
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“Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam 
semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu 
perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh 
KUHPerdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 
KUHPerdata4. 
Pendapat yang sama dikemukakan oleh Marhainis Abdul Hay, 
yang menyatakan bahwa : 
“Perjanjian Kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam- 
meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUH 
Perdata5. 
 
Hal yang sama dikemukakan pula oleh Mariam Darus 
Badrulzaman: “Dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-undang 
Perbankan mengenai Perjanjian Kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar 
perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-
meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu objeknya 
adalah benda yang menghabis jika verbruiklening termasuk di 
dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak 
penerima pinjaman  menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus 
dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang 
meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian 
yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian  kredit  ditentukan  
oleh  ”Penyerahan”  uang  oleh  bank kepada 
nasabah6. 
                                                   
4 R, Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum 
Indonesia, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 13 
5 Marhais Abdul Hay, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: 
Pradnya Paramita,  2001), hlm.67 
6 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 
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Unsur-Unsur Perjanjian 
 
Pada dasarnya dalam suatu perjanjian dapat terbagi menjadi 
tiga unsur, yaitu Essensialia, Naturalia, dan Accidentalia7. 
a) Unsur Essensialia 
 
Merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian yang 
merupakan sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu 
tercipta (constructive oordel)8 karena unsur esensialia berkaitan 
dengan isi dari perjanjian merupakan salah satu dari syarat sah 
perjanjian  yaitu  hal  tertentu,  tanpa  adanya  unsur  ini  maka     
suatu 
perjanjian menjadi batal demi hukum. 
 
b) Unsur Naturalia 
 
Merupakan sifat bawaan (natuur) perjanjian sehingga secara 
diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada 
cacat dalam benda yang dijual. 
c) Unsur Aksidentalia 
 
Merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal 
secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-
                                                   
2002), hlm. 110 
7 R.Setiawan, 2001,..Op.Cit,hlm.50 
8 Mariam Darus Badruzlzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: 
PT.Citra Aditya Bakti,2001, hlm.74 
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ketentuan mengenai domisili para pihak, dan juga pilihan 
penyelesaian sengketa. 
 
 
 
Pengertian kredit 
 
Kredit berarti kepercayaan. Kata “kredit” berasal dari bahasa 
latin“creditus” yang merupakan bentuk past participle dari kata 
“credere”, yang berarti “kepercayaan”. Dalam setiap kata “kredit” tetap 
mengandung unsur “kepercayaan”. Walaupun sebenarnya kredit itu 
tidak hanya sekedar kepercayaan9. 
Dalam dunia bisnis kredit juga mempunyai banyak arti, salah 
satunya adalah kredit dalam artian seperti kredit yang diberikan oleh 
suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada umumnya, 
kata  “kredit” diartikan sebagai : “ kesanggupan akan meminjam uang, 
atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau 
memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan 
membayarnya  kelak”. 
Dengan demikian, kredit dalam arti bisnis mengandung unsur 
“meminjam”, yang dalam bahasa inggris disebut “loan”, Kata “loan” itu 
sendiri berarti sesuatu yang dipinjamkan, khususnya sejumlah uang. 
Implementasinya dalam dunia bisnis, kata “loan” mempunyai arti :  
Loan itu biasanya diartikan sebagai sesuatu yang berharga,   
seperti 
                                                   
9 Munir fuady,Hukum Perkreditan Dan Kontemporer,Bandung: Citra 
Aditya Bakti,2000, hlm 5 
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uang, yang dipinjamkan dengan bunga selama suatu jangka 
waktu tertentu.10 
 
 
 
 
Kajian Terhadap Klausula Default Dan Collateral Pada 
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. 
 
Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit bank 
sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku 
kreditur maupun nasabah debitur kedua-duanya saling membutuhkan 
dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing. Klausula-
klausula yang demikian ketatnya merupakan sikap bank untuk 
melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Karena 
klausula tersebut membebankan kewajiban-kewajiban kepada 
penerima kredit atau nasabah debitur, yang bertujuan untuk melindungi 
kepentingan pemberi kredit atau kreditur. Klausula tersebut berusaha 
untuk memproteksi bisnis nasabah debitur dan kondisi keuangannya 
agar tidak memburuk selama kredit itu diberikan. Jika suatu klausula 
tidak ditaati, kreditur mempunyai hak untuk memberitahukan tentang 
adanya kelalaian atau default tersebut. 
Interaksi antara klausula-klausula di dalam perjanjian kredit 
dimaksud, mencakup antara lain :11 
                                                   
10 Ibid, hlm 6 
11 Johannes Ibrahim, 2004, Op.Cit., hlm. 41. 
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a. Pelanggaran sebagai peristiwa kelalaian. Secara umum kelalaian 
merupakan kegagalan dari nasabah debitur untuk mematuhi    
klausula-klausula yang tercantum dalam perjanjian kredit, atau 
dalam hal dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. 
b. Pelanggaran terhadap syarat tangguh. Syarat tangguh merupakan 
suatu persyaratan yang secara signifikan harus dipenuhi oleh 
nasabah debitur sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit. 
Debitur harus  menaati semua persyaratan yang diminta termasuk 
dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dalam pencairan 
suatu kredit. Tidak dipenuhinya persyaratan oleh nasabah debitur 
akan memberi hak bagi kreditur untuk tidak merealisasikan kredit 
yang telah disepakati. 
c. Persyaratan di luar perjanjian kredit. Persyaratan ini mencakup 
dokumen yang berkaitan dengan jaminan dan bukan jaminan. Bila 
nasabah debitur tidak melengkapi atau menyimpanginya, maka ia 
dianggap tidak mengindahkan perjanjian kredit. 
d. Klausula yang menyangkut pihak ketiga. Kreditur dapat mengelak 
untuk melanjutkan pemberian kredit yang telah disepakati, jika  
ternyata nasabah debitur menggunakan fasilitas kredit yang  
diterimanya untuk kepentingan pihak ketiga yang menjadi mitra 
bisnisnya. 
Pada  Surat  Pengakuan  Hutang  sebagai  bentuk  perjanjian    
pada perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS di PT. BRI (Persero) 
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Unit Cigombong Cabang Abepura, adalah merupakan perjanjian yang 
baku (standaardform). Masalah-masalah yang dihadapi dalam 
perjanjian baku yaitu mengenai bagaimanakah keabsahan dari 
perjanjian baku tersebut, juga mengenai pembuatan klausula-klausula 
atau ketentuan-ketentuan yang secara tidak wajar dapat memberatkan 
para pihak di dalam perjanjian, baik untuk kepentingan kreditur (bank) 
maupun debitur sendiri. 
Berbeda dengan perjanjian baku pada lazimnya, dalam 
perjanjian kredit bank kedudukan bank tidak hanya mewakili dirinya 
sebagai kreditur/pemberi kredit, akan tetapi juga mengemban 
kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat penyimpan dana dan 
selaku bagian dari sistem moneter. Oleh dasar pertimbangan tersebut, 
maka klausula dalam perjanjian kredit harus dapat mempertahankan 
serta melindungi  eksistensi bank dalam tujuannya untuk melaksanakan 
kebijaksanaan di bidang perekonomian, khususnya perbankan. 
Di dalam Surat Pengakuan Hutang, yang menjadi analisa dari 
penulis yaitu berkaitan dengan pembuatan klausula mengenai jaminan, 
sebagaimana tercantum di dalam Pasal 9 ayat (4) perjanjian kredit 
dimaksud. Jaminan di dalam perjanjian kredit pada pemberian fasilitas 
Kretap di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Cigombong 
Cabang Abepua adalah jaminan yang secara kualitas dapat dinilai 
sebagai jaminan yang tidak marketable. Karena tidak dapat dieksekusi 
secara langsung ataupun dijual dan diuangkan/dicairkan untuk 
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melunasi seluruh kewajiban debitur, apabila diketahui debitur ingkar 
janji/wanprestasi. 
SK PNS/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
sebagai jaminan adalah bukti otentik dari persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh debitur, di dalam permohonan untuk pengajuan kredit 
pada Kretap (Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap). Dari SK 
PNS tersebut dijelaskan bahwa nasabah debitur/peminjam adalah 
Pegawai Negeri Sipil dari Dinas/instansi tempat debitur bekerja. Di 
mana ketentuan mengenai hal tersebut sudah diatur oleh Pemimpin 
Cabang PT. BRI (Persero) Abepura, dengan Kepala Dinas/instansi 
yang berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama 
debitur/karyawan pada instansi yang bersangkutan, di dalam 
PKS/Perjanjian Kerjasama antara kedua pihak tersebut. 
Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 
Tentang Perbankan, diatur bahwa : “Dalam memberikan kredit atau 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib 
mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad 
dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi 
hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan 
yang diperjanjikan”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kredit yang 
diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam 
pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan 
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yang sehat. Untuk mengurangi  resiko tersebut, jaminan pemberian 
kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur 
untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, 
merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. 
Sesuai dengan pengertian jaminan pada umumnya, dapat 
dikategorikan yaitu: 
a. Jaminan Perorangan (Personal Guaranty) 
 
Adalah selalu suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) 
dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya 
kewajiban  si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan diluar 
(tanpa) pengetahuan si berhutang tersebut. Ketentuan tentang 
penanggungan diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata, yang tidak 
dapat dilepaskan  juga  dari  ketentuan  yang tercantum  dalam  
Pasal  1821 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa : “Tiada 
penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah 
menurut undang-undang. Namun dapatlah seorang memajukan diri 
sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu 
dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai 
dirinya pribadi si berhutang, misalnya dalam hal kebelum dewasaan. 
b. Jaminan Kebendaan 
 
Menjaminkan suatu benda berarti melepaskan sebagian 
kekuasaan atas benda tersebut. Kekuasaan yang dilepaskan 
tersebut adalah kekuasaan untuk mengalihkan hak milik dengan 
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cara apapun, baik dengan cara menjual, menukar atau 
menghibahkan. Pemberian jaminan kebendaan kepada seorang 
kreditur tertentu, dapat memberikan kepada kreditur tersebut suatu 
privilege atau kedudukan yang istimewa terhadap para kreditur 
lainnya. 
SK PNS/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
sebagai jaminan dalam perjanjian kredit pada Kretap (Kredit Kepada 
Golongan Berpenghasilan Tetap) di PT. BRI (Persero) Unit 
Cigombong Cabang Abepura menurut pendapat penulis, tidak dapat 
dikategorikan sebagai jaminan perorangan maupun jaminan  
kebendaan. 
Sehingga dalam pemberian kreditnya tidak dipersyaratkan 
adanya pengikatan jaminan dalam suatu akta tersendiri, 
sebagaimana dapat dilakukan terhadap pengikatan jaminan 
kebendaan pada : Hak Tanggungan (atas tanah atau bangunan), 
Gadai (Pand), Fidusia (atas barang bergerak), maupun Cessie 
piutang. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (23) Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dijelaskan mengenai 
pengertian agunan ialah jaminan tambahan yang diserahkan 
nasabah debitur kepada bank, dalam rangka pemberian fasilitas 
kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 
 
Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian….. Ariyanto 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 3 NOMOR 2, JULI  2013 179 
 
Pada pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK 
PNS/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. 
BRI (Persero) Unit Cigombong Cabang Abepura, klausula di dalam 
perjanjian kredit yang menggunakan nama dan bentuk Surat 
Pengakuan Hutang, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9 ayat (4) 
dinyatakan bahwa : “Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada 
waktu yang telah ditetapkan, maka bank berhak untuk menjual 
seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di 
bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas permintaan 
bank, dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, „yang berhutang‟ 
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan 
atau mengosongkan rumah atau bangunan”. Pada kenyataannya 
dalam pelaksanaan pemberian kredit terhadap fasilitas Kretap 
(Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap), di PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Unit Cigombong Cabang Abepura, yang 
jaminannya   adalah SK PNS/Surat Keputusan Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil, dari debitur yang bersangkutaan, tidak 
terdapat jaminan/agunan tambahan yang diikatkan di dalam 
perjanjian kredit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4) 
tersebut diatas. Yang menjadi agunan utama di dalam pemberian 
kredit pada fasilitas Kretap ini adalah gaji dari pegawai/debitur yang 
bersangkutan. Dan sebagai langkah untuk pengamanan kredit, 
maka pembayaran gaji pegawai dari debitur yang bersangkutan, 
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diutamakan yaitu melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). 
Dapat dianalisa berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata yaitu 
bahwa : “ Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak 
maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru 
akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan untuk perikatan-
perikatan perorangan debitur”. Oleh karena dalam perjanjian kredit 
dimaksud hanya menggunakan jaminan asli berupa SK PNS/Surat 
Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, dan dilain hal 
debitur tidak dituntut untuk memberikan jaminan ataupun agunan 
tambahan sebagaimana ditetapkan oleh PT. BRI (Persero), maka 
resiko manajemen kredit bagi kreditur (bank) dapat diartikan sesuai 
dengan Pasal 1348 KUHPerdata, bahwa : “Semua janji yang dibuat 
dalam suatu perjanjian, harus diartikan dalam hubungan satu sama 
lain, tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya”. 
Sehingga baik kreditur (bank) maupun debitur, harus dapat 
melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kredit 
dimaksud, dengan itikad baik. Itikad baik tersebut adalah meliputi 
antara lain12 : 
c. Kewajiban Apa Yang Hendak Dilaksanakan. 
 
Untuk mengetahui hal-hal yang wajib dilaksanakan debitur,  
harus dilihat dari beberapa sumber yaitu undang-undang sendiri. 
                                                   
12 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung : Alumni, 2001, 
hlm 56-60. 
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Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan tujuan (strekking) dari 
perjanjian dan sifat perjanjian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 
KUHPerdata ayat (1) yang menyatakan bahwa, semua perjanjian 
yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini yaitu 
terdapatnya kesepakatan antara pihak kreditur (bank) dengan 
debitur, sesuai  dengan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian 
kredit dimaksud, mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak 
dalam pemberian kredit tersebut. 
d. Pelaksanaan Yang Baik. 
 
Ukuran dari pelaksanaan yang baik adalah “ kepatutan 
(behoorlijk), artinya debitur telah melaksanakan kewajibannya  
menurut yang sepatutnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang  
telah mereka setujui bersama. 
Menurut ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian 
tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan 
dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut    
sifat 
perjanjian diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, 
dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi 
dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam 
adat kebiasaan (di suatu tempat dan di suatu kalangan tertentu), 
sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan 
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(norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan. 
e. Pelaksanaan Pemenuhan 
 
Para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan isi 
perjanjian sesuai dengan yang disetujui bersama. Pemenuhan isi 
perjanjian dapat terjadi hambatan jika salah satu ingkar janji. Dalam 
perjanjian kredit bank, kreditur dapat memaksakan kehendak agar 
debitur melaksanakan prestasi. Umumnya pemaksaan prestasi 
harus melalui kekuatan putusan vonis pengadilan, yang 
menghukum debitur melunasi prestasi serta membayar ganti rugi 
(schade vergoeding). 
Mengingat bahwa tidak adanya jaminan maupun agunan 
tambahan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 9 ayat (4) Surat 
Pengakuan Hutang tersebut, di dalam perjanjian kredit pada Kretap 
(Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap) di PT. BRI 
(Persero) Unit Cigombong Cabang Abepura, maka hak jaminan di 
dalam perjanjian kredit ini adalah hak jaminan yang bersifat umum, 
yaitu hak-hak yang dimiliki oleh kreditur, yang tidak saling 
mendahului atau bersifat sebanding di antara mereka (konkuren). 
Dapat diartikan ialah bahwa kreditur mempunyai  kedudukan  yang 
sama atau berlaku   asas paritas creditorum, di mana pembayaran 
atau pelunasan hutang dari debitur kepada kreditur (bank) adalah 
secara berimbang (ponds-ponds gewijs). 
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PENUTUP 
Kesimpulan 
Bahwa kajian Klausula Collateral Pada Perjanjian Kredit Di PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Unit Cigombong Cabang Abepura berupa 
Perumusan klausula tentang jaminan atau collateral, sebagai upaya bank 
untuk meminimalisir resiko kredit memperhatikan prinsip 5C dalam   
pemberian   kredit   atau   :   character,   capacity,   capital, condition of 
economy dan collateral. Serta Klausula collateral di dalam perjanjian kredit 
tersebut, lebih mengandung unsur atau prinsip kepercayaan, di dalam 
pemberian kreditnya. 
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